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Kata Kunci . hadanah, pertimbangan hakim

Dalam Islam pemeliharaan anak atau pengasuhan anak dinamakan sebagai
“hadanali’. Perebutan orangtua terhadap anak di Mahkamah Syar’iyah selama
tiga tahun terakhir sedikit meningkat mengingat tahun pandemi covid-19 yang
memutuskan untuk bercerai salah satunya penyebab ekonomi. Maka hakim
sebagai subjek yang memutuskan perkara hadanah ini tentunya memiliki
pertimbangannnya sendiri dengan berdasarkan teori pertimbangan yang
digunakan. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian norma-norma
hukum yang ditemukan dalam undang-undang dan putusan pengadilan serta
norma-norma yang muncul dalam masyarakat semuanya dibahas dalam studi
yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Para ulama mazhab Hanafi dan Maliki
memiliki perbedaan pendapat dalam meletakkan batas dan syarat hadanah. Serta
seorang hakim tentunya memiliki pertimbangannya sendiri dalam memutuskan
bersama siapa anak tinggal. Oleh karena itu, setelah peneliti melakukan
penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa menurut mazhab Maliki yang
dijelaskan dalam kitab Al-Mudawwanah, batas hadanah anak laki-laki jatuh
pada ibu yaitu sampai ia baligh. Namun, setelah ia baligh keputusan berada pada
tangannya ingin bersama ayah atau ibunya. Sedangkan batas hadanah bagi anak
perempuan yaitu sampai ia menikah. Berbeda mazhab Hanafi, yang dinukilkan
dalam kitab Al-Mabsuth, hadanah bagi anak laki-laki yang belum mencapai
tahap umur mumayyiz jatuh kepada ibunya hingga dia mumayyiz, sedangkan
hadanah bagi anak perempuan yaitu sampai ia haid. Berdasarkan penelitian yang
dilakukan, majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen dan Mahkamah
Syar’iyah Tapaktuan dalam ketentuan fikih, pengasuhan anak merupakan hak
dasar ibu bagi anak yang belum mumayyiz, oleh karena itu para ulama fikih
menyimpulkan bahwa kerabat ibu lebih didahulukan daripada kerabat bapak.



KATA PENGANTAR

o o Lo
aa S R 51 A Al

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah

menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis telah

menyelesaikan karya tulis dengan judul: Hak Hadanah (Analisis Perbandingan

Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen dan Mahkamah Syar’iyah

Tapaktuan Tahun 2019-2021)

Selanjutnya shalawat dan salam penulis sanjung-sanjungkan ke
pangkuan Nabi Muhammad Saw karena berkat beliau ajaran islam sudah dapat
tersebar ke penjuru dunia untuk menciptakan manusia yang berakhlakul karimah
dan juga telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman terang
menerang saat ini yang mempunyai banyak ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kendala yang disebabkan
oleh keterbatasan ilmu dari penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan
dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang
tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh staf yang telah
membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi.

2. Bapak Dr. Jamhuri,.M.A selaku ketua Program Studi Perbandingan Mazhab
Dan Hukum beserta seluruh staf Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum.

3. Bapak Prof. Dr. Nurdin Bakry,.M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Aulil
Amri, M.H selaku pembimbing Il, yang telah membimbing dan memberi
arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.

4. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syari’ah Dan
Hukum serta seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry

dan seluruh karyawannya, kepada perpustakaan wilayah serta karyawannya



yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan
skripsi penulis.

5. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Safwan
Muhammad dan Ibunda Nuraini Nurdin serta kakak dan adik saya yang
telah memberikan dukungan, doa serta kasih sayang, dan perhatian penuh
baik dari segi moral maupun material, sehingga penulis dapat
menyelesaikan pendidikan Satra-1 (S1) Prodi Perbandingan Mazhab Dan
Hukum.

6. Serta terkhusus teman seperjuangan yang telah menemani, membantu dan
memberikan dukungan kepada penulis, dan juga seluruh teman-teman Prodi
Perbandingan Mazhab Dan Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu-
persatu.

Akhirnya kepada Allah jugalah penulis berserah diri, semoga skripsi ini
bermanfaat bagi penulis sendiri dan umat islam pada umumnya, semoga dengan
hidayahnya Kkita dapat mencapai taufiq dan ridhonya untuk kita semua. Amin Ya
Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, Juli 2023
Penulis,

Syafika Najwa



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf.
Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian
dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf

dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf

Latin:

Huruf Huruf Huruf Huruf

Arab Nama Latin N Arab Npma Latin Ket

; . te
tidak tidak (dengan
\ Al | dilamba | dilamban | a 3 ¢ o tikg 7
ngkan gkan bawah)

zet
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= Ba 2 BS 7 z titik di
bawah)
koma
O Ta’ T Te & ‘ain ¢ terbalik
(di atas)

es
) Sa’ $ S . Gain G Ge
a titik di d
atas)
z Jim J Je s Fa’ F Ef
ha
Ha’ h (dengan 3 Qaf Q Ki
C a - titik di S a
bawah)
z Kha’ Kh kadanha | & Kaf K Ka
K Dal D De J Lam L El
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(dengan
titik di
atas)
R R Er U Nin N En

3 Zal Z N Mim M Em

J
B Zai z Zet 9 Wau W We
o Stn S Es o Ha’ H Ha

g Syin Sy es dan ye s h Apostrof

es
(dengan
titik di
bawah)

de
(dengan
titik di
bawah)

sad S ya’ Y Ye

%
G

o= Dad d

2. Vokal
Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat,

adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
; Fathah A
Kasrah |

Dammah U




b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat

dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
RN Fathah dan Ya Ai
i, Fathah dan Wau Au

Contoh:
UK kataba & swila
d’ﬁ : fa‘ala ‘—‘-‘S - kaifa
K3 ukira J  :haula

a2 <8

Qay yvazhabu

3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf dan
Huruf AL Tanda
& Fathah dan Alif 0
) atau Ya
o) Kasrah dan Ya I
SIONT Dammah dan Waw a
Contoh:
R rama Je . gala

dé gila 3}3-). > yaqiilu



4. Ta Marbutah (3)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Tamarbutah (3) hidup
Ta marbutah (3) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah t.

b. Tamarbutah (3) mati
Ta marbutah (3) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (3) diikuti oleh
kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu

terpisah maka ta marbutah (3) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

i\éﬂa - ralhah

J eyl g - raud ah al-agfal | raud atul atfal
55l ‘i-&m—d\ - Al-Madmatul-munawwarah

5. Syaddah (Tasydzd)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan
sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang

diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
L‘:’J “rabbana
d)—! : nazzala

3:\3‘ - al-birr
z=l)  al-hajj

o cnu' ima



6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu ( J ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf
gamariyyah.
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik
diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf gamariyyah, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda

sempang.
Contoh:
Ja : ar-rajulu
:Je-w\ : as-sayyidatu
Ol : asy-syamsu
ém‘ : al-galamu
&l : al-badru
JSA > al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.
Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan

Arab berupa alif.



-~ 4 P L
O3 B tta’ khuziina
;j.’d\ >an-nau’
o . syai’'un

8] s inna

PO )

‘—U-S‘ > umirtu

JS) - akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain
yang mengikutinya.

Contoh:

u.-!{)‘}“j.—.‘éjé-‘ 4”1:1\) : Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin
Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
& el L1 3038 : Fa auf al-kaila wa al-mizan

Fa auful-kaila wal- mizan

JUAT 2R 53 : Ibrahim al-Khalil
Ibrahimul Khalil
L skl haa Ll e : Bismillahi majrahda wa mursah
Lu.d\ %A o ] g;‘: ‘mj : Wa lillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti

Sl 43l) & Uaill oy : Man istaa ‘a ilahi sabila



9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

2w~ 3

Zbi&,)(y‘ Xas &5 1 Wa ma Muhammadun illa rasul
o G o 5 ol u\ :Inna awwala baitin wud i ‘a linnasi
“5,) L ‘&-‘-’ Lﬁﬁﬁ > lallazi bibakkata mubarakkan
u:‘-'ﬁ‘ g'égy 14 é\Jm} :Wa lagad ra’ahu bil-ufuq al-mubin
Wa laqad ra’ahu bil-ufugil-mubini
Gl IV Gy 332 Atsamalu lillahi rabbi al- Glami
Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital

tidak dipergunakan.

Contoh:
Lujé &-‘3} A (payial : Nasrun minallahi wa fathun garib
Lied Y1 4 : Lillahi al-amru jami‘an

;i-d" %;-“‘ JS-‘ 2&“3 > Wallaha bikulli syai‘in ‘alim



10. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan limu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.
Catatan:
Modifikasi
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia
tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tren yang sedang marak terjadi di Indonesia yaitu tren
perceraian. Meningkatnya tingkat perceraian dalam budaya Indonesia
bertentangan dengan tujuan yang dinyatakan negara ataupun pernikahan yang
disyariatkannya dalam Islam. Menurut hukum Islam, pernikahan dimaknai
sebagai mitsagan ghalizan karena Islam mendefinisikan ibadah sebagai
mengikuti dan melaksanakannya perintah Allah.! Setiap insan yang sudah
menikah pasti memiliki tujuan pernikahan untuk mewujudkan rumah tangga
yang sakinah, mawaddah, dan rasmah.? Dalam Undang-Undang Perkawinan di
Indonesia menjelaskan bahwa keluarga yang penuh sukacita dan kekal yang
dibangunkan atas dasar agama merupakan hubungan kelahiran batin antara
seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dibawah hukum Indonesia.’
Dilihat dari fenomena saat ini yang maraknya fenomena perceraian maka usaha
untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah masih
jauh dari harapan.

Anak-anak yang lahir adalah konsekuensi utama dari perceraian dalam
rumah tangga orang tua. Bukti menunjukkan bahwa anak-anak mengalami
kesulitan yang seharusnya tidak mereka alami karena perceraian orang tua
mereka, yang berdampak negatif pada kehidupan mereka. Seharusnya dengan
adanya kelengkapan keluarga tersebut, maka diharapkan sebuah keluarga dapat
berfungsi secara efektif dan optimal untuk kesehatan mental anak.*

! Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2

2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3.

3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

* Nora Eka Putri, “Hak Hadanah Pada Ayah (Analisis Yurisprudensi Mahkamah
Agung” (Tesis Mahasiswa, Program Pengkajian Islam Konsentrasi Syariah, Pascasarjana UIN
Syarif Hidayatullah , 2017 ) him. 4.



Dalam Islam pemeliharaan anak atau pengasuhan anak dinamakan sebagai
“hadanah™. Hadanah mempunyai arti secara etimologi maupun terminologis.
Secara etimologis, hadanah berasal dari kata hadanah-yahdunu-hadnan yang
memiliki arti mengasuh anak atau memeluk anak.®

Dari segi terminologi, definisi Aadanah menjadi seperti yang diutarakan
dari beberapa mazhab. Fugaha mazhab Hanafiah mendefinisikan hadanah
sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai hak
mengasuh. Seperti halnya membantu dalam hal membersihkan diri si anak,
mencucikan pakaiannya, menyuapinya dan lain sebagainya seperti halnya
menidurkannya dengan nyenyak.

Beberapa Ulama Mazhab sendiri berselisih pendapat mengenai masa asuh
anak ini. Imam Hanafi sendiri berpendapat bahwa hadanah bagi anak laki-laki
jatuh kepada ibunya sebelum mumayyiz hingga si anak mumayyiz. Sedangkan
bagi anak perempuan yang belum mumayyiz, hadanah jatuh pada ibunya hingga
ia menikah.® Berbeda dengan itu, Imam Malik memiliki pendapatnya tersendiri.
Apabila kedua orang tua telah berpisah maka hak Aadanah jatuh pada ibunya,
jika si anak tersebut laki-laki maka batas sadanah sampai ia baligh, sedangkan
bagi anak perempuan sampai dia menikah.” Dasar hukum melakukan Aadanah
sangat penting bagi Islam, bahwa anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dari
kegiatan tidak bermoral sehingga dapat dilindungi secara fisik maupun
keselamatan akidah maupun dirinya dari hal-hal maksiat yang menjerumuskan
mereka ke dalam neraka. Jika hadanah itu dilalaikan akan merusak anak
sehingga wajib atas hak Aadin menjaganya dari kehancuran, begitu juga wajib

menafkahi dan menghindarkan anak dari hal-hal yang dapat mencelakakannya.®

5 M. Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990)

6 Malik Bin Anas, Al-Mudawwanah, (Beirut- Libanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyah,
1994), him.263

7 1hid.

8 Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Figh Al-Qadha,
(Jakarta: Rajawali Press, 2012), Cet. I, him. 205



Adapun dasar hukum untuk pemeliharaan anak dalam Firman Allah pada
surat Al-Bagarah ayat 233 yang menyatakan:

A o35l e 5 e tia sl &t &1 351 (il cile8 cila GRS 3 G 3 I 5
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Yang dikatakan maknanya yaitu :

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh , yaitu
bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi
makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak
dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu
menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya,
dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih
(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka
tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh
orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan
ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.®

Sebagaimana maksud dari ayat Al-Qur’an diatas yaitu menjelaskan
mengenai hukum penyusuan anak ketika terjadinya perpisahan pada kedua
orang tuanya. Ayat ini mengacu bahwa keturunannya masing-masing memiliki
hubungan keluarga yang tidak dapat lepas dari kedua suami istri yang
bersangkutan, yaitu tentang anak yang masing-masing punya andil padanya dan
terikat dengannya. Jika kedua orang tua telah bercerai, anak harus diberikan
jaminan yang jelas bahwa kedua orang tua harus menjunjung tinggi dalam setiap

keadaan.®

% Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007),
him. 50

10 Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur’an: Di bawah Naungan Al-Qur’an, (Darusy-
Syuruq: Bairut, 1412 H/1992 M), Penerjemah As’ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil,
Muchotob Hamzah, Penyunting Tim Simpul dan Tim GIP, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000),
Jilid 1, Cet. I, him. 301-302



Para imam mazhab sendiri memiliki pandangan berbeda mengenai syarat
seseorang yang mengasuh apakah harus beragama Islam atau tidak. Bahwa
kalangan dari ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah tidak mensyaratkan individu
yang memelihara anak harus beragama Islam, akan tetapi jika non-muslim itu
kitabiyah atau ghairu kitabiyah boleh menjadi Aadanah baik ia ibu sendiri
maupun orang lain.'* Ini dikarenakan cinta seorang ibu untuk anaknya tidak
akan terpengaruh oleh agama anak, apakah pengasuh adalah seorang muslim
atau tidak kecuali anak takut untuk makan makanan yang dilarang oleh hukum
Islam.!2

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur perkawinan, memiliki ketentuan
dalam Pasal 98 ayat (1) yang menyatakan bahwa batas Asadanah anak adalah 21
tahun atau sampai ia dapat berdiri sendiri, mana yang lebih dulu, asalkan anak
tersebut tidak cacat fisik atau mental atau menikah. Apabila ditinjau dari
perspektif kebutuhan anak yang belum mandiri, hadanah adalah suatu perbuatan
yang wajib dilaksanakan oleh kedua orang tuanya, karena jika kedua orang tua
gagal dalam hadanah maka akan mengakibatkan hidup anak menjadi terlantar
bahkan tersia-sia. Oleh sebab alasan diatas, maka karena itu Islam mengatur
bahwa hukum Aadanah adalah wajib terhadap anak-anak kecil demi memelihara
tubuh, akal dan agama mereka.

Pengadilan Agama yang berada pada wilayah Aceh memiliki nama lain
yaitu Mahkamah Syar’iyah. Peneliti melihat bahwa pada Mahkamah Syar’iyah
di Aceh, angka perceraian menjadi bagian yang mendominasi dalam kasus
perdata di Mahkamah Syar’iyah, sehingga hak Aadanah anak perlu diperhatikan
dalam pertimbangan putusan hakim. Oleh sebab itu peneliti akan berfokus pada

Mahkamah Syar’iyah Bireuen dan Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan Tahun

11 Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie
al Kattani, dkk: Penyunting Budi Permadi, Cet. I, him. 67

12 Zakariya Ahmad Al-Barry, Hukum Anak-anak Dalam Islam, (Jakarta: Bulan Bintang,
1977), him. 59



2019-2021 menimbang bahwa pada tiga tahun tersebut masa pandemi dari
covid-19 terjadi di global termasuk di Aceh.
Berikut tabel putusan hadanah tahun 2019-2021 pada Mahkamah

Syar’iyah Bireuen dan Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan:

Tabel 1. Data Putusan Hadanah Mahkamah Syar’iyah Bireuen

Mahkamah Syar’iyah Bireuen
Tahun No. Putusan Hasil Putusan
Nomor 485/Pdt.G/2019/MS.Bir | Gugatan diterima dengan verstek
2019 | Nomor 390/Pdt.G/2019/MS.Bir | Gugatan diterima dengan verstek
Nomor 316/Pdt.G/2019/MS.Bir | Berakhir damai
Nomor 238/Pdt.G/2020/MS.Bir | Gugatan diterima
2020 | Nomor 19/Pdt.G/2020/MS.Bir | Gugatan ditolak
Nomor 446/Pdt.G/2020/MS.Bir | Gugatan diterima
2021 | Nomor 420/Pdt.G/2021/MS.Bir | Gugatan ditolak
Sumber : Data Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen
Tabel 2. Putusan sadanah Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan
Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan
Tahun No.Putusan Hasil Putusan
2019 - -
Nomor 137/Pdt.G/2020/MS.Ttn | Gugatan diterima
2020 | Nomor 173/Pdt.G/2020/MS.Ttn | Gugatan ditolak
Nomor 223/Pdt.G/2020/MS.Ttn | Berakhir damai
2021 | Nomor 196/Pdt.G/2021/MS.Ttn | Gugatan diterima

Sumber : Data Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan

Mahkamah Syar’iyah Bireuen pada tahun 2019 memutuskan (3) putusan
perkara hadanah. Pada tahun 2020 memutuskan (2) putusan perkara hadanah.
Sedangkan pada tahun terakhir, Mahkamah Syar’iyah Bireuen memutuskan (1)
perkara hadanah. Berbeda dengan hal itu, Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan pada



tahun 2019 malah tidak ditemukan data sama sekali. Pada tahun 2020
memutuskan (3) putusan perkara hadanah. Pada tahun 2021, memutuskan (1)

putusan perkara hadanah.

Berdasarkan hasil pemaparan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pada
Mahkamah Syar’iyah Bireuen terdapat kasus hadanah terbanyak di tahun 2019.
Sedangkan pada Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan, kasus terbanyak perkara
hadanah ada pada tahun 2020.

Berdasarkan fakta berupa data uraian diatas yang bersumber di Mahkamah
Syar’iyah, maka peneliti ingin fokus penelitian pada pertimbangan hakim
terhadap perkara hadanah dengan mengangkat judul Hak Hadanah (Analisis
Perbandingan Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen dengan
Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan Tahun 2019-2021).

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Berapa batas usia hAadanah yang terdapat dalam kitab mazhab Maliki dan
mazhab Hanafi?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara hadanah di

Mahkamah Syar’iyah Bireuen dan Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui batas umur /Aadanah yang terdapat dalam kitab mazhab
Maliki dan mazhab Hanafi.

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam
memutuskan perkara hadanah di Mahkamah Syar’iyah Bireuen dan

Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan.



D. Kajian Pustaka

Setelah mencari berbagai penelitian yang relevan dengan fokus utama
yang dituju dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang peneliti
jadikan sebagai bahan tambahan dan penguat dalam penelitian ini, yaitu :

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Faridatul Lailia, yang berjudul
“Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengasuhan Anak (hadanah) Yang
Belum Mumayyiz Dibawah Asuhan Ayah). Skripsi ini membahas evaluasi
putusan nomor 0591/Pdt.G/2013/PA.Mlg dimana hakim telah memberikan hak
asuh kepada ayah atas seorang anak yang belum mumayyiz. Hakim berpendapat
bahwa keputusan ini bertentangan dengan hukum karena dalam mengambil
keputusan tersebut, hakim telah melakukan contra legem, ini karena hakim telah
keluar dari Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a). Dalam pertimbangan
putusan tersebut hakim tidak mempertimbangkan berdasarkan Undang-Undang
Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002, tetapi hakim lebih mengedepankan fakta
yang terjadi dipersidangan serta bermuara pada kitab Kifayatul Akhyar yang
menyatakan bahwa mantan istri memiliki hak atas hak asuh anak selama dia
masih memenuhi syarat yaitu tidak bersuami baru karena istri telah menikah dan
bercerai lakukan kawin cerai oleh karena hakim memberikan hak Aadanah
kepada suami.'3

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Barig Habibi, yang berjudul
“Penyelesaian Perkara hadanah (Studi Kasus Pertimbangan Hakim Pada Kasus
No0.0138/Pdt.G/2015/Ms.Bna  dan No0.13/Pdt.G/2016 /Ms.Aceh). Skripsi ini
membahas tentang Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh telah memutuskan perkara
nomor 0138/Pdt.G/2015/Ms.Bna serta menetapkan hak hadanah melebihi yang
diminta oleh penggugat, dimana penggugat sebagai ibu hanya meminta hak asuh

anak yang belum mumayyiz dari 5 bersaudara, sedangkan keempat anak lainnya

13 Faridatul Lailia, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengasuhan Anak

(hadanah)Yang Belum Mumayyiz Dibawah Asuhan Ayah” (Skripsi Mahasiswa Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari‘ah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim
Malang, 2015)



yang sudah mumayyiz tidak dimintakan hak asuhnya di dalam petitum
penggugat. Akan tetapi majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh
memutuskan hadanah seluruhnya diberikan kepada sang ibu termasuk yang
sudah mumayyiz. Sementara Mahkamah Syar’iyah Aceh (Banding) terhadap
perkara yang sama yaitu perkara Nomor 13/Pdt.G/2015/ Ms. Aceh kepada
ibunya yang belum mumayyiz saja.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Mahkamah Syar’iyah Banda
Aceh berkonsultasi dengan putusan Mahkamah Agung No. 556 K/sip/1971
dalam memutus perkara tersebut, yang menyatakan bahwa gugatan dapat
dikabulkan jika melebihi tuntunan sepanjang tetap konsisiten dengan peristiwa
materiil. la juga mengutip pasal 105 huruf b KHI, yang menyatakan bahwa anak
memiliki hak untuk memilih antara membayar untuk pemeliharaan ibu dan ayah
anak mumayyiz. Sedangkan Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam memutuskan
perkara ini sesuai dengan pasal 178 ayat (2) HIR dan pasal 189 ayat (2) RBg,
dimana Mahkamah harus secara keseluruhan memeriksa dan mengadili setiap
segi gugatan yang diajukan. Serta tidak dapat memberikan penggugat lebih dari
apa yang ditentukan dalam pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189 ayat (3) RBg.*

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Sri Haryati, yang berjudul “Landasan
Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak
(hadanah) Di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2017”. SKripsi ini
membahas tentang landasan majelis hakim sebagai pondasi awal pertimbangan
hukum dalam mengambil kebijakan tentang hak asuh anak. Adapun kesimpulan
dari skripsi ini yaitu putusan yang dijatuhkan oleh pihak majelis hakim dapat
berjalan dengan efektif sehingga nantinya segala kepentingan dan kebutuhan
dari seorang anak dapat terpenuhi yang bertujuan untuk memberikan

kesejahteraan baginya. Dalam hal ini, hakim Pengadilan Agama Sleman

14 Bariq Habibi “Penyelesaian Perkara hadanah (Studi Kasus Pertimbangan Hakim
Pada Kasus No.0138/Pdt.G/2015/Ms.Bna dan No.13/Pdt.G/2016 /Ms.Aceh” (Mahasiswa
Program Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
tahun 2020)



memiliki landasan yang kuat dalam mengeluarkan ijtihad terkait hak asuh anak
tetap berdasarkan hukum Islam dan aturan hukum positif di Indonesia untuk
membuat penilaian berkualitas tinggi.*®

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Dodi Sahrian, yang berjudul
“Penyelesaian Perkara Hadanah di Pengadilan Agama Kelas la Tanjung
Karang (Analisis Putusan Nomor : 0718/Pdt.G/2012/Pa.Tnk)”. Ada tiga faktor
hukum yang diperhitungkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang
Nomor. 0718/PDT,G/2012/PA.TNK. Pertimbangan pertama didasarkan pada
ayat 233 dari Surah Al-Bagarah. Pertimbangan kedua, penggunaan pasal 19
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh majelis hakim merupakan
faktor kedua yang patut dipertimbangkan. Pertimbangan ketiga, pasal 105
Komplikasi Hukum Islam (KHI) diabaikan pertimbangan ketiga majelis hakim

karena perselingkuhan ibunya telah ditetapkan.®

E. Penjelasan Istilah
1. Analisis
KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mencantumarti analisis sebagai
berikut, antara lain:
a. Investigasi suatu peristiwa (esai, tindakan, dll.) untuk memastikan keadaan
sebenarnya (penyebab, lokasi masalah, dll.).
b. Memecah titik menjadi bagian-bagian komponennya dan mengevaluasi
komponen individu dan keterkaitan mereka untuk mendapatkan
pemahaman dan pemahaman yang tepat tentang makna keseluruhan (area

manajemen).

15 Sri Haryati, “Landasan Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara
Hak Asuh Anak (hadanah) Di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2017 (Mahasiswa
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta, tahun 2019)

8 Dodi Sahrian, “Penyelesaian Perkara Hadanah di Pengadilan Agama Kelas la
Tanjung Karang (Analisis Putusan Nomor : 0718/Pdt.G/2012/Pa.Tnk)” (Mahasiswa Program
Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri
Radentian Lampung, tahun 2017)



c. Proses menganalisis apapun untuk menentukan bagian-bagian
penyusunnya, bahan kimia dan sebagainya.
2. Putusan

Putusan adalah putusan pengadilan atas gugatan berdasarkan sengketa,
menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama.

Putusan, menurut Sudikno Mertokusumo adalah pernyataan yang dibuat
oleh hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai pejabat negara
dengan kewenangan untuk melakukannya dengan maksud menyelesaikan suatu
perkara atau perselisihan antar pihak yang berperkara.!’

Sedangkan definisi lebih lanjut mengenai putusan yaitu menurut Gemala
Dewi, pernyataan hakim adalah yang dibuat secara tertulis dan disampaikan oleh
hakim dalam sidang umum sebagai suatu produk Pengadilan (Agama) sebagai
hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu
sengketa.®
3. Penyelesaian

“Selesai” adalah turunan dari kata “penyelesaian”. Kata “selesai” dan
“lengkap” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keduanya
menunjukkan siap (tentang sesuatu yang diproduksi), selesai dilakukan, dan
metode, cara, akta, masing-masing.t® Dalam skripsi ini, yang dimaksud dengan
penyelesaian adalah penyelesaian perkara/sengketa dalam sebuah pengadilan.
Penyelesaian sengketa adalah suatu masalah diselesaikan antara dua pihak.

F. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah langkah-langkah atau prosedur dalam

mendapatkan pengetahuan ilmiah. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan

17 Sudikno Mertokususmo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty,
1988), him.167-168.

18 Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta:
Kencana, 2005), him.148.

19 Penyelesaian”. Def.1n. Kamus Besar Bahasa Indonesia.



penelitian, maka dalam metode penelitian yang digunakan adalah sebagai
berikut:
1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian norma-norma hukum yang
ditemukan dalam undang-undang dan putusan pengadilan serta norma-norma
yang muncul dalam masyarakat semuanya dibahas dalam studi yuridis
normatif yang bersifat kualitatif.

Pendekatan ini mengambil pendekatan menyeluruh terhadap situasi dan
orangnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan orang
atau organisasi dalam situasi ini sebagai komponen keseluruhan daripada
mengisolasi mereka ke dalam variabel atau hipotesis.?°
2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Sesuai dengan
namanya, pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang berfokus
pada kualitas. Adapun maksud kualitas disini adalah memahami secara
mendalam mengenai suatu fenomena yang terjadi untuk diteliti
kebenarannya.?!

Oleh karena itu, penelitian kualitatif biasanya menggunakan teknik
analisis mendalam yang mana mendalami masalah secara rinci dari kasus per
kasus yang dilakukan analisis perbandingan (komparasi) terhadap
pertimbangan putusan hakim pada perkara hadanah dari Mahkamah

Syar’iyah Bireuen dan Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan.

20 |_exy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2009). him. 4.

2L Sampoernauniversity.ac.id, Pendekatan Penelitian : Kualitatif, Kuantitatif, Dan
Campuran, 9 Juni 2022. Diakses melalui http://www.sampoernauniversity.ac.id./id.pendekatan-
penelitian/#:~:text=Maksud%20kualitas%20disini%20adalah%20memahami,biasanya%20meng
gunakan%20teknik%20analisis%20mendalam. Tanggal 7 Juni 2023
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Tujuan dari penelitian kualitatif tentunya untuk memahami secara
mendalamsuatu permasalahan agar dapat memberikan saran-saran yang
sesuai dengan hasil dari penelitian.?

3. Sumber Data
Dalam penelitian ini, sumber data terbagi menjadi dua yaitu :
a. Sumber Primer
Data primer merupakan sebuah data yang diperoleh secara langsung
dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah
baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui.?® Dalam
penelitian ini, data primer terdiri dari:
1) Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen dan Mahkamah
Syar’iyah Tapaktuan dalam rentang Tahun 2019-2021
2) Undang-Undang Pasal 105 ayat (1) KHI dan Pasal 26 ayat (1) UU
No0.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3) Kitab Al-Mabsuth karya Al-Syarkhasi, Syamsuddin Abu Bakar
Muhammad Bin Abu Sahal
4) Kitab Mudawwanah karya Imam Malik Bin Anas
b. Sumber Sekunder
Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak bisa memberikan
informasi langsung kepada pengumpul data dan data ini bertujuan sebagai
pelengkap serta mempertajam kajian dari sumber data primer. Dalam
penelitian ini, sumber sekunder berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan
putusan hakim yang berkaitan dengan fokus utama dari penelitian ini, seperti:
1) Kitab mazhab Maliki dan Hanafi
2) Kitab Figh tentang Aadanah
3) Jurnal terkait hadanah
4) Buku Hukum dan Penelitian Hukum

22 Dr.Drs. H. Rifa’i Abubakar, M.A, Pengantar Metodelogi Penelitian, (Yogyakarta :
Suka Press UIN Sunan Kalijaga), 2021, him.35
2 gaifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009) him. 91



5) Buku Pengantar Metode Penelitian Hukum
c. Sumber Tersier
Sumber data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data
primer dan sukender. Pada penelitian ini, penulis menggunakan:
1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
2) Ensiklopedia Hukum
4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian
lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research).
Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang bertujuan untuk
memperoleh data yang dilaksanakan dengan melihat langsung ke lapangan
terkait fokus penelitian. Sedangkan penelitian kepustakaan (library research)
yaitu suatu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data dengan
menelaah teori-teori yang telah berkembang,?* dengan menggunakan buku-
buku, skripsi, artikel, jurnal yang ada kaitannya dengan pembahasan.

Teknik ini ialah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan-
catatan, transkip, buku-buku, surat kabar dan sebagainya.?® Penelitian ini juga
menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi sebagai berikut:

a. Observasi
Observasi merupakan aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan
data yang mana berkaitan dengan problem sebuah penelitian untuk
mendapatkan bukti-bukti yang valid dalam laporan yang dipaparkan.
Dalam observasi ini, peneliti akan menggunakan jenis non partisipan,
dimana peneliti tidak aktif dan ikut serta secara lansung (Husain Usman,
1995:56).

24 Nasir Budiman, Pedoman Penulisan Karya llmiah, Cet. | (Banda Aceh: Hasanah,
2003), him. 19.

2 Abdurrahmat Fathoni, Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta:
Rineka Cipta, 2006). him. 112.



Hal yang akan diamati oleh penulis dalam penelitian ini yaitu pada
Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen dan Putusan Hakim
Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan.

b. Wawancara

Salah satu cara mengumpulkan data yaitu melalui komunikasi, terutama
kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan
penyedia data (responden) adalah wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti
melakukan wawancara secara langsung atau wawancara ‘tatap muka’ dimana
hakim dihadapkan langsung keika peneliti mengajukan pertanyaan yang
diinginkan dan mendokumentasikan tanggapan hakim.?® Adapun wawancara
yang dilakukan di sini adalah wawancara dengan majelis hakim yang
menangani perkara hadanah di Mahkamah Syar’iyah  Bireuen dan
Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan.
c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan informasi tertulis
tentang berbagai hal, termasuk pembicaraan, transkrip, buku, majalah, surat
kabar, dan agenda yang relevan dengan topik penelitian.?’

5. Obijektivitas dan Validalitas Data

Objek dari penelitian ini yaitu putusan hakim terkait hadanah di
Mahkamah Syar’iyah Bireuen dan Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan.
Validitas adalah tahap percakapan yang berkaitan dengan diskusi dalam
rangka menekan atau meminimalkan kesalahan dalam penelitian dengan
tujuan untuk menghasilkan hasil yang dapat ditindak lanjuti dan akurat.
Validitas data yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan analisis
pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hadanah di Mahkamah

Syar’iyah Bireuen dan Tapaktuan. Dalam hal ini, peneliti mengkaji

2% Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004) him.72.
27 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet. XXI (Bandung:
Alfabeta CV, 2014), him. 240.



perbedaan dan persamaan dari dasar pertimbangan putusan hakim terkait
dengan hadanah di Mahkamah Syar’iyah Bireuen dan Mahkamah Syar’iyah
Tapaktuan.
6. Teknik Analisis Data
Analisis Data adalah teknik yang digunakan untuk memeriksa dan
menganalisis pengelompokan data tertentu sehingga dapat dibuat kesimpulan
spesifik mengenai masalah yang dikaji dan dibahas dalam penelitian ini.?®
Adapun teknik analisis yang digunakan adalah analisis komparatif. Dalam
analisis komparatif ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui persamaan dan

perbedaan pada dua jenis variabel.

7. Pedoman penulisan

Teknik penulisan skripsi ini mengacu pada pedoman dari Buku Penulisan
Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Peneliti menyusun sistematis kerangka terkait penulisan skripsi menjadi
empat bab dimana pembahasan dari pendahuluan, tinjauan teori, pembahasan
dari hasil penelitian, dan penutup. Pada masing-masing bab kemudian diuraikan
beberap sub pembahasan yang relevan dengan dengan fokus penelitian. Berikut

penjelasan dari masing-masing dari sub bab :

BAB SATU : merupakan pendahuluan yang berisi point-point yang disesuaikan
dengan panduan penulisan, mencakup uraian tentang latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian dan

sistematika pembahasan.

2 Sukandarrumidi, Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula,
(Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 2004), him. 104



BAB DUA : merupakan bab yang berisi tentang tinjauan umum, yang
memaparkan tentang definisi hadanah, dasar hukum hadanah, syarat hadanah,
sistematika hadanah, batas hadanah menurut mazhab Maliki dan mazhab

Hanafi, kekuasaan kehakiman dan teori pertimbangan hakim.

BAB TIGA : Merupakan bab yang berisi tentang pemaparan terkait dengan
profil dari Mahkamah Syar’iyah Bireuen dan Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan.
Peranan hakim dalam menyelesaikan perkara hadanah anak, pertimbangan
hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen dan Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan

dalam memutuskan putusan perkara hadanah.

BAB EMPAT : Bab penutup, yang merupakan bagian akhir dari penelitian ini
yang meliputi dari saran dan kesimpulan. Kesimpulan bertujuan untuk
menjawab dari rumusan-rumusan masalah dalam penelitian ini dan saran-saran

untuk membangun.
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